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a. PENETAPAN

b. Nomor
10/Pdt.P/2024/PA.GM

d. DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

e. Pengadilan Agama Giri
Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama
telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan

oleh:

Zuhad bin H. Burhan, Lahir di Mentigi, 31 Desember 1982 agama islam,
pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar,
tempat Tinggal di Dusun Mentiggi, Desa Malaka,
Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara,

sebagai “Pemohon I”;

Sifa’yah binti Astar, Lahair di Telok Borok, 31 Desember 1985 agama islam,
Pekerjaan mengurus rumah tangga, Sekolah Dasar,
tempat Tinggal di Dusun Mentiggi, Desa Malaka,
Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara,

sebagai “Pemohon II”’;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 8
Januari 2024 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.GM,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 10 januari 2004 pemohon | dan Pemohon I
melangsungkan pernikahan menurut syariat islam di dusun mentigi, desa

malaka, kecamatan pemenang, kabupaten Lombok utara;

2. Bahwa dari pernikahan para pemohon telah di karuniai 5 (lima) orang
anak yang bernama:

a. Fiman, Laki-laki, lahir 30 Maret 2006;

b. Firnayanti, perempuan, lahir 12 Maret 2008;

C. Apriyanti, perempuan, lahir 30 April 2011

d. Pina Aprilia, perempuan, lahir 12 Oktober 2015
e. Haziq, Laki-laki, lahir 13 Desember 2019

3. Bahwa dari ke Lima anak para pemohon ada salah satu anak para
pemohon yang bernama Firman Bin Zuhad, anak pertama yang lahir pada
tanggal 30 Maret 2006 (17 tahun 9 bulan), ingin menikah dengan seorang
perempuan yang bernama Baig Dewi Fatma Anjani Binti H. Lalu Fathul Azis
yang lahir pada tanggal 25 November 2008 (15 tahun 1 bulan), agama
islam, dan siap untuk membina hubungan dalam rumah tangga, bertempat
tiggal di dusun karang desa, desa pemenang barat, kecamatan pemenang,
kabupaten Lombok utara;

4. Bahwa antara para pemohon (Firman Bin Zuhad) dan (Baiq Dewi Fatma
Anjani Binti H. Lalu Fathul Azis) telah menjalin hubungan cinta/berpacaran
1 (satu) tahun lamanya, dan selama berpacaran tersebut kedua orang tua
sudah saling mesrestui hubungan mereka berdua dan anak para pemohon
(Firman bin Zuhad) telah selarian dengan Baig Dewi Fatma Anjani Binti H.
Lalu Fathul Azis pada tanggal 27 Desember 2023 dan saat ini anak para
pemohon (Firman bin Zuhad) tinggal di dusun mentigi Desa Malaka,

kecamatan pemenang, kabupaten Lombok utara;
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5. Bahwa berdasarkan hal tesebut para pemohon bermaksud ingin
menikahkan anak para pemohon (Fiman Bin Zuhad) dengan Baiq Dewi

Fatma Anjani Binti H. Lalu Fathul Azis;

6. Bahwa antara anak para pemohon (Firman Bin Zuhad) dengan Baiq
Dewi Fatma Anjani Binti H. Fathul Azis tidak terdapat hubungan nasab atau
hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

7. Bahwa para pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak
para pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pemenang
akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan
alasan anak para pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam
surat penolakan Perkawinan Nomor:
B.0120/KUA.18.10.01/PW.01/X11/2023, tanggal 27 Desember 2023, maka
oleh karena itu para pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Giri
Menang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para pemohon

tersebut;

8. Bahwa agar pernikahan anak para pemohon (Firman Bin Zuhad) dengan
Baig Dewi Fatma Anjani Binti H. Lalu Fathul Azis dapat dilaksanakan, para
pemohon Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memrintahkan kepada
penghulu pada KUA Kecamatan Pemenang untuk melaksanakan
pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Giri Menang Cq. Hakim tunggal segera menetapkan yang

amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan, meberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon
yang bernama (Firman Bin Zuhad) untuk menikah dengan calon

Istrinya Baiq Dewi Fatma Anjani Binti H. Lalu Fathul Azis;
3. Membebankan biaya perkara kepada para pemohon;

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;
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Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para
Pemohon secara in person hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya diperiksa identitas dan surat permohonan para
Pemohon, kemudian Hakim Tunggal memberikan saran dan nasihat kepada
para Pemohon;

Bahwa atas saran serta nasihat tersebut para Pemohon menyatakan ingin
mencabut permohonannya;

Bahwa oleh karena para Pemohon menyatakan mencabut
permohonannya, maka Hakim Tunggal mencukupkan pemeriksaan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal

sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut
permohonannya secara lisan dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum
pemeriksaan maka berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, Hakim Tunggal
berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan sebagaimana dalam
amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon
tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah
proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini
harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, para Pemohon dibebankan
untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar penetapan

ini;
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Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta

ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon mencabut perkaranya;

2. Menyatakan perkara nomor 10/Pdt.P/2024/PA.GM telah selesai karena
dicabut;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Januari
2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Fatihatur
Rohmatis Silmi, S.H.l. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Giri
Menang, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu Baiq Rosmaneli, S.H.l.

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti Hakim Tunggal

Baiq Rosmaneli, S.H.I. Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
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6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

7. PNBP Pencabutan : Rp. 10.000,00
Jumlah Rp 555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
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